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PT Asuransi Jasindo menjadi satu-satunyan BUMN perusahaan asuransi 

yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program Asuransi Usaha Tani Padi 

(AUTP). Hadirnya program ini menjadi alternatif dan diharapkan menjadi alat 

untuk perlindungan dan meminimalisir kerugian petani dari ancaman risiko dari 

kegagalan panen. Melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam 

maka kebutuhan dalam bermuamalah sangat penting sesuai dengan anjuran agama 

tidak terkecuali dalam bidang asuransi pertanian. Selain itu program asuransi 

pertanian yang ada merupakan asuransi yang bergerak di bidang asuransi 

konvensional sehingga perlu dikaji dalam perspektif hukum  ekonomi syariah.  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Data primer diperoleh melalui metode wawancara antara peneliti 

dengan pegawai PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, PPL dan POPT. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, undang 

– undang yang berkaitan dengan asuransi usaha tani padi (AUTP). Pendekatan 

penelitian ini menggunakan metode normatif sosiologis, sedangkan teknik 

pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi pertanian termasuk asuransi 

yang bersifat sosial dimana semua ketentuan dalam asuransi ditetapkan dalam 

undang-undang. Asuransi pertanian merupakan program untuk saling melindungi 

baik dari pemerintah dengan petani maupun antar para petani. Dana yang 

dikumpulkan dari kontribusi setiap petani dipergunakan untuk membantu 

kerugian yang dialami oleh petani. PT Asuransi Jasindo secara umum menjadi 

wakil dari pemerintah untuk menjalankan program asuransi pertanian sekaligus 

menjadi pemegang amanah dalam mengelola dana premi yang terkumpul dari 

peserta asuransi. Pemerintah memberikan bantuan premi kepada petani yang 

terdaftar dlaa kelompok tani sebesar 144 ribu rupiah per hektar per musim tanam, 

petani hanya membayar premi swadaya sebesar 36 ribu rupiah per hektar per 

musim tanam. Menurut sudut pandang syariah dapat dikatakan akad yang 

digunakan dalam Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini adalah akad tabarru’ atas 

dasar tolong-menolong dan akad Waka>lah Bil ‘Ujrah dimana peserta menitipkan 

dana premi dan mewakilkan kepada PT Asuransi Jasindo untuk mengelola dana 

tersebut.  

Kata Kunci: Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), akad tabarru’, akad Waka>lah 
Bil ‘Ujrah, PT Asuransi Jasindo 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang paling mulia, 

diciptakan dalam sebaik-baik bentuk dan akal diantara makhluk hidup 

lainnya. Tujuan penciptaan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada 

Allah SWT. Sebagai agama rahmatan lil ‘alami>n, Islam tidak hanya mengatur 

hubungan antara sang khalik dengan makhluk dalam bentuk ibadah, tetapi 

juga mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti berperilaku baik, 

bermuamalah, nikah, waris, dan lain sebagainya. Tujuannya agar manusia 

dapat menjalani hidup yang sesuai dengan syari’at Islam serta terhindar dari 

kemudaratan.
1
 Dalam menjalani kehidupan, manusia tentu membutuhkan 

bantuan manusia lain untuk hidup bermasyarakat. Orang kaya membutuhkan 

orang miskin, orang kuat membutuhkan orang lemah, yang muda 

membutuhkan yang tua begitu sebaliknya. Diantara mereka ada yang 

membutuhkan bantuan harta maupun bantuan tenaga. Karena perbedaan dan 

tolong-menolong seperti inilah kehidupan kita lebih indah dan bermakna. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah (5): 2: 

 

 

  

                                                 
1
 Erwandi Tarmiz, “Manfaat dan Ruang Lingkup Muamalah dalam Islam”, 

www.muamalah.iainpare.ac.id., diakses 8 Maret 2021. 

http://www.muamalah.iainpare.ac.id/
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هَ ۖ  وَلََ تَ عَاوَنُ وْا عَلَى الَِْثِْْ وَالْعُدْوَانِ  ۖ  وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِّ وَالت َّقْوٰى هَ ۖ  وَات َّقُوا اللّٰ اِنَّ اللّٰ

شَدِيْدُ الْعِقَاب   
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat 

siksaan-Nya.  

 

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk saling tolong 

menolong dalam hal kebaikan. Menolong makhluk lain yang sedang 

membutuhkan bantuan atau sedang mengalami kesulitan. Karena dalam 

kehidupan, semua akan dihadapkan pada ujian hidup termasuk risiko 

kegagalan. Kondisi alam dan perkembangan manusia yang semakin kompleks 

pada saat ini memungkinkan akan mendatangkan risiko yang mengancam 

kehidupan manusia dari berbagai sektor. Tentunya tidak ada seorangpun yang 

dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk 

menghadapi suatu risiko yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu, maka 

dari itu masyarakat hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk 

meminimalisir banyaknya kerugian yang mungkin akan menimpanya berupa 

jaminan untuk menjamin kehidupan, kesehatan, harta, kebahagiaan dihari tua, 

bahkan pendidikan untuk anak mereka.  

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Hasyr (59): 18: 

هَ خَبِي ْر  بِِاَ  ۖ  اِنَّ اللّٰ هَ  ۖ   وَات َّقُوا اللّٰ مَتْ لِغَد   هَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْس  مَّا قَدَّ يٰايَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ات َّقُوا اللّٰ
 تَ عْمَلُوْنَ 

Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa 

depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
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Ayat ini dapat menjadi dasar agar setiap muslim berupaya 

mempersiapkan diri menghadapi risiko yang tidak dapat diprediksi. Belajar 

dari perintah ayat di atas, berasuransi dapat dipandang sebagai sebuah strategi 

memagari diri dari risiko lewat upaya berbagi risiko dan bahaya di masa 

depan secara kolektif (berjamaah) bersama anggota dalam jumlah yang 

banyak. Upaya pemagaran risiko secara bersama-sama oleh banyak orang ini 

tentu akan mengurangi risiko yang harus dihadapi oleh seseorang secara 

individu.
2 

 

Menurut undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu 

perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi 

penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk 

memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena 

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau  

pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dalam 

Pasal 247 KUHD menyebutkan ada lima jenis asuransi yaitu asuransi 

terhadap bahaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil 

pertanian yang belum di panen, asuransi jiwa, asuransi terhadap bahaya di 

laut, dan asuransi pengangkutan darat dan perairan darat.
3
 Sedangkan dalam 

Islam tidak ada ayat al-Qur’an yang mengatur  pasti tentang praktik asuransi. 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum 

                                                 
2
  Andri Soemitra, Asuransi Syariah (Medan: Wal Ashri Publishing, t.t), hlm. 32. 

3
 Munawar Kholil, “Hukum Asuransi”, modul tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas 

Sebelas Maret, 2017), hlm. 21. 



73 

 

 

 

Asuransi Syariah, Asuransi Syariah (at-ta'mi>n, takaful atau at-tad}a>mun) 

adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah 

orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru'  yang 

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui 

akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam fatwa tersebut 

disebutkan akad dalam asuransi yang dilakukan antara peserta dengan 

perusahaan terdiri atas akad tija>rah dan / atau akad tabarru' .
4 

Akad tija>rah 

yang dimaksud yaitu dapat berupa akad waka>lah bil 'ujrah, akad mud}a>rabah, 

dan/atau akad mud}a>rabah musyta>rakah.
5
 

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar 

wilayahnya didukung dengan lahan pertanian yang masih cukup luas yang 

tersedia di Indonesia. Banyak penduduk yang bergantung dari sektor 

pertanian untuk menopang hidup keluarga. Artinya pertanian memegang 

peranan penting dalam perekonomian nasional secara keseluruhan. Namun, 

ternyata usaha di bidang pertanian semakin kurang diminati masyarakat pada 

umumnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah 

penduduk yang bekerja di sektor pertanian setiap tahun terus mengalami 

penurunan dari 39,22 Juta pada tahun 2013 menjadi 38,97 Juta pada 2014. 

Dan jumlah tersebut turun kembali menjadi 37,75 Juta pada 2015. Tidak 

sampai itu saja, pada tahun 2017 sebanyak 35,9 Juta, dan turun kembali pada 

                                                 
4
 DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 

www.dsnmui.or.id., diakses 9 Maret 2021. 
5
 Rijal Hanafi, “Pengaturan Asuransi Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)”, skripsi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN 

Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 51. 

http://www.dsnmui.or.id/
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tahun 2018 menjadi 35,7 Juta.
6 

Disisi lain, usaha di sektor pertanian 

dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi dan petani selama 

ini menanggung sendiri risiko tersebut. Risiko yang selalu dihadapi petani 

yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat gagal panen. Di kabupaten 

Banyumas, akibat kekeringan musim kemarau 2019 lalu menyebabkan 500 

Hektar padi di Banyumas mengalami gagal panen.
7
  Menurut data sensus luas 

panen tanaman pangan di wilayah Banyumas pada padi sawah menurun di 

tahun 2019 dari 69.974 Hektar di tahun sebelumnya menjadi 63.973 Hektar 

dan padi ladang dari 836 Hektar dan kini menjadi 639 Hektar.
8
 Oleh karena 

itu, petani menderita kerugian yang cukup besar dan untuk usaha berikutnya, 

petani akan kesulitan untuk mendapatkan modal lagi.  

Solusi atas kekurangan modal dan kegagalan panen yang bisa 

diberikan adalah dengan memanfaatkan layanan Asuransi Pertanian.  PT 

Asuransi Jasindo menjadi satu-satunyan BUMN perusahaan asuransi umum 

yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana program Asuransi Usaha Tani 

Padi (AUTP).
9
 Hadirnya program ini menjadi alternatif dan diharapkan 

menjadi alat untuk perlindungan dan meminimalisir kerugian petani dari 

ancaman risiko dari kegagalan panen. Dalam program ini pemerintah juga 

memberikan bantuan premi sebesar 80% dari total premi yang dibayarkan 

                                                 
6
 Tim SUTAS Badan Pusat Statistik, “Hasil Surfei Pertanian Antar Sensus SUTAS 2018”, 

www.bps.go.id., diakes 1 Desember 2020. 
7
 Sumarwoto, “500 Hektare Padi di Banyumas Puso Akibat Kekeringan”,  

www.m.antaranews.com., di akses 7 Januari 2021. 
8
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, “Luas Panen Tanaman Pangan (Ha) Hektar 

2017-2019”, www.banyumaskab.bps.go.id., diakses 7 Januari 2021. 
9
 Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo 

Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021. 

http://www.bps.go.id/
http://www.mediaindonesia.com/
http://www.banyumaskab.bps.go.id/
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oleh petani. Sehingga petani hanya membayar premi sebesar Rp36.000,- per 

musim tanam dari premi awal Rp180.000,- per musim tanam. Dan nilai 

pertanggungan yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000,- per hektar per musim 

tanam.
10

 PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto merupakan salah satu 

kantor cabang yang terletak di Purwokerto yang menaungi wilayah 

Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) 

dan wilayah tambahan yaitu Purworejo. Sama halnya dengan asuransi pada 

umumnya, asuransi pertanian ditujukan untuk melindungi sesuatu yang tidak 

pasti (evenemen). Dalam hal ini jika objek yang diasuransikan mengalami 

kerugian yang pasti terjadi dan telah diketahui sebelumnya maka dapat 

menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam asuransi yakni 

evenemen sehingga perjanjian dapat dikatakan tidak sah.
11

 Misalkan padi 

yang ditanam pada lahan cekungan jika musim hujan dipastikan banjir maka 

sebenarnya pendaftaran asuransi tidak dapat dilanjutkan.
12

 Kemudian dalam 

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) disebutkan 

bahwa maksimal pendaftaran lahan yang akan diasuransikan adalah 30 hari 

setelah tanam. Sedangkan ganti rugi dapat diajukan dengan syarat umur padi 

telah melewati 10 hari tanam. Hal ini tentu menjadi kelemahan bagi aturan 

tersebut melihat saat pendaftaran asuransi kemungkinan indikasi kerusakan 

lahan dalam hal ini adalah serangan hama sudah dapat diketahui sebelumnya 

                                                 
10

 PT Asuransi Jasindo, “Pedoman Umum Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi 2020”, 

www.psp.pertanian.go.id., diakses 9 Maret 2021. 
11

 Gege Heri dan Putu Tuni, “Keabsahan Perjanjian Asuransi dalam Hukum Keperdataan”, 

www.ojs.inud.ac.id., diakses 12 Maret 2021. 
12

 Hasil wawancara dengan Pak Rega Adhi selaku Pelaksana Program PT Asuransi Jasindo 

Purwokerto pada tanggal 12 Maret 2021. 

http://www.psp.pertanian.go.id/
http://www.ojs.inud.ac.id/
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sehingga tidak sesuai dengan unsur evenemen (peristiwa tidak pasti) dalam 

asuransi.
13

  

Selain itu, pada Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi 

(AUTP) Tahun 2021 terjadi penambahan aturan yakni petani dengan lahan 

yang telah mendapatkan pertanggungan 3(tiga) kali berturut-turut terjadi 

klaim dengan penyebab klaim yang sama di musim tanam sebelumnya tidak 

dapat mendaftar kembali menjadi peserta AUTP pada musim tanam 

berikutnya.
14

 Peraturan ini dikeluarkan di tahun 2021 yang pada tahun-tahun 

sebelumnya belum ada peraturan tersebut. Mengingat ancaman risiko yang 

tinggi dalam usaha pertanian baik dari faktor iklim cuaca yang tidak menentu 

di setiap daerah dan serangan hama penyakit, maka hal ini menjadi 

kekhawatiran tersendiri bagi para petani.
15

 

Melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka 

kebutuhan dalam bermuamalah sangat penting sesuai dengan anjuran agama 

tidak terkecuali dalam bidang asuransi pertanian. Selain itu program asuransi 

pertanian yang ada merupakan asuransi yang bergerak di bidang asuransi 

konvensional sehingga perlu dikaji dalam perspektif hukum  ekonomi 

syariah. Hal ini dianggap penting mengingat dalam operasionalnya asuransi 

konvensional dijalankan tidak berdasarkan prinsip syariah Islam karena 

mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam yaitu garar 

                                                 
13

 Hasil wawancara dengan Pak Prasetyo selaku AE Agri  PT Asuransi Jasindo Purwokerto 

pada tanggal 12 Maret 2021. 
14

 PT Asuransi Jasindo, “Pedoman Umum Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi 2021”, 

www.psp.pertanian.go.id., diakses 7 Juli 2021. 
15

 Asni Ovier, “Kemtan Dinilai Telah Lakukan Antisipasi Dampak Banjir dan Kekeringan 

Bagi Petani”, www.beritasatu.com., diakses 23 Oktober 2021. 

http://www.psp.pertanian.go.id/
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(ketidakpastian), maisir (perjudian), dan riba. Unsur garar  merupakan unsur 

yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan tentang hak pemilik 

polis dan sumber dana yang dipakai untuk menutup klaim. Unsur maisir 

merupakan unsur judi karena dimungkinkan ada pihak yang diuntungkan dan 

ada pihak yang dirugikan. Unsur riba merupakan perolehan pendapatan dari 

membungakan uang ke sektor ribawi baik dalam jumlah tanggungan, di 

samping itu investasi dana harus pada obyek yang hala>lan t}oyyiban bukan 

barang haram dan maksiat.
16

.  

Berdasarkan uraian di atas, kemudian penulis tertarik meneliti lebih 

jauh tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik Asuransi 

Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto. Apa 

jenis akad perjanjian dalam Islam yang sesuai dengan praktik asuransi 

pertanian yang berjalan. Apakah praktik asuransi pertanian membawa 

kemudahan dan keadilan bagi para petani dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan sehingga dapat menghindarkan dari kemudaratan, yang kemudian 

penulis lanjutkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “TINJAUAN 

HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI 

USAHA TANI PADI (AUTP) DI PT ASURANSI JASINDO CABANG 

PURWOKERTO”. 

B. Definisi Operasional 

Untuk lebih memfokuskan agar tidak terjadi kesalahpahaman 

memaknai makna yang terkandung dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum 

                                                 
16

 Andri Soemitra, Asuransi Syariah (Medan: Wal Ashri Publishing, t.t), hlm. 41-42. 
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Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 

Di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto”, maka penulis akan 

memberikan penjelasan beberapa istilah tersebut : 

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal 

dari kata tinjau yang berarti melihat, menengok, mengamati, 

mempertimbangkan, mempelajari dengan cermat. Sedangkan tinjauan 

berarti hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat kemudian 

didapatkan kesimpulan. Pengertian Hukum Ekonomi Islam yaitu sebagai 

keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau 

penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk 

mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang 

berlandaskan kepada hukum Islam.
17

 

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dalam penelitian ini yaitu 

pandangan yang didapat dari hasil mengamati atau mempertimbangkan 

sesuatu berdasarkan norma-norma hukum yang telah dibuat oleh 

pemerintah atau penguasa dalam kegiatannya di bidang ekonomi yang 

bersumber dari al-Qur’an dan Sunah terkait dengan akad/kontrak 

perjanjian secara syariah dalam praktik asuransi pertanian di PT Asuransi 

Jasindo Cabang Purwokerto. 

 

 

                                                 
17

 Faisal, Modul Hukum Ekonomi Islam (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 8. 
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2. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani 

dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam 

pertanggungan risiko Usaha Tani Padi.
18

 Asuransi Usaha Tani Padi 

(AUTP) menjamin terlindunginya petani dari gagal panen akibat dari 

risiko banjir, kekeringan dan serangan dari hama pengganggu tanaman. 

3. PT Asuransi Jasindo 

PT Asuransi Jasa Indonesia atau disingkat Asuransi Jasindo 

adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di 

bidang asuransi umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No. 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian 

Perusahaan Perseroan dalam Bidang Asuransi Umum. Kegiatan utama 

Asuransi Jasindo yaitu menjalankan usaha dalam bidang asuransi umum 

baik produk ritel dan produk korporasi. Produk ritel yang terdiri dari 

Jasindo Agri, Jasindo Health, Jasindo Sekolah, Jasindo Travel dan lain 

sebagainya. Sedangkan produk korporasi terdiri dari Jasindo Kebakaran, 

Jasindo Rekayasa, Jasindo Tanggung Gugat dan lain sebagainya.
19

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalahnya 

sebagai berikut: 

                                                 
18

 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang 

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi. www.psp.pertanian.go.id., diakses 7 Oktober 

2020. 
19

 PT Asuransi Jasindo, “Profil Perusahaan Asuransi Jasindo”, www.jasindo.co.id., diakses 

9 Maret 2021. 

http://www.psp.pertanian.go.id/
http://www.jasindo.co.id/
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1. Bagaimana praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi 

Jasindo  Cabang Purwokerto? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Asuransi 

Usaha Tani Padi (AUTP) Di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk:  

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik Asuransi Usaha Tani Padi 

(AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

terhadap  praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi 

Jasindo Cabang Purwokerto. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam 

mendeskripsikan kerangka pembahasan nantinya agar tidak melebar dan 

mengaruh pada pokok permasalahan, yaitu:  

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada 

dan memberikan kontribusi terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah 

pada khususnya. Kemudian diharapkan memberikan kebaikan ilmu 

kepada penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah, dalam ilmu 
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pengetahuan dengan pandangan tinjauan hukum ekonomi syariah 

terkait praktik asuransi pertanian . Dan diharapkan dapat dijadikan 

bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan wawasan dan informasi kepada penulis berkaitan 

dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi 

Jasindo Cabang Purwokerto.  

2) Meningkatkan kajian keilmuan dan dapat menambah referensi 

literatur dalam perpustakaan. 

3) Dapat memberikan kemanfaatan umum sehingga mampu 

menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah 

SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam 

acuan asuransi pertanian yang sesuai dengan Hukum Ekonomi 

Syariah. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam membahas praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT 

Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, 

maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait 

dengan penelitian ini. 

NAMA JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

Fadlur 

Rahman, 

Tesis, 2017. 

Asuransi Usaha 

Tani Padi 

(AUTP) dalam 

Persamaan 

terletak pada 

objek yang 

Pada skripsi Fadlur 

fokus penelitian terletak 

pada AUTP dalam 
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Peraturan 

Menteri 

Pertanian No 40 

Tahun 2015 

Menurut Petani 

Berskala Kecil 

di Kelompok 

Tani 

Sidomakmur IV 

Desa Sidodadi, 

Paiton, 

Kabupaten 

Probolinggo dan 

Tinjauan 

Maslahah 

Mursalah 

dibahas yaitu 

Asuransi Usaha 

Tani Padi 

(AUTP) 

Peraturan Menteri 

Pertanian No. 40 Tahun 

2015 sedangkan penulis 

melihat praktik AUTP 

dalam Pedoman Umum 

(PEDUM) AUTP 2021. 

Dalam skripsi Fadlur 

penelitian dilakukan di 

salah satu Kelompok 

Tani sedangkan penulis 

melakukan penelitian di 

PT Asuransi Jasindo 

Purwokerto. Kemudian 

dalam skripsi Fadlur 

melihat Asuransi 

Pertanian ditinjau dari 

Maslahah Mursalah 

sedangkan penulis 

melihat dari tinjauan 

Hukum Ekonomi 

Syariah.
 20

 

                                                 
20

 Fadlur Rahman, “Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Peraturan Menteri Pertanian 

No. 40 Tahun 2015 Menurut Petani Berskala Kecil di Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa 

Sidodadi, Paiton, Kab. Probolinggo dan Tinjauan Maslahah Mursalah”, skripsi tidak diterbitkan 

(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 54. 
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Mientha 

Rahayu 

Ningsih, 

Skripsi, 2018. 

Penerapan 

Asuransi 

Pertanian di 

Kabupaten 

Klaten dalam 

Perspektif 

Maqashid Asy-

Syariah 

Persamaannya 

terletak pada 

objek yang 

diteliti yaitu 

Asuransi 

Pertanian. 

Pada skripsi Mientha 

fokus penelitianya 

terletak pada kesesuaian 

Asuransi Pertanian 

dilihat dari lima aspek 

dalam Maqashid Asy-

Syariah yaitu hifdzu din, 

hifdzu nafs, hifdzu ‘aql, 

hifdzu nasb, dan hifz}u 

al-ma>l. Sedangkan 

peneliti melihat 

kesesuaian asuransi 

pertanian dalam Hukum 

Ekonomi Syariah yang 

berhubungan dengan 

akad-akad dalam 

asuransi syariah.
 21

 

Endang Daru 

Wati, Skripsi, 

2017.  

Praktik Asuransi 

Usaha Tani Padi 

pada PT 

Asuransi Jasa 

Persamaannya 

teretak pada 

objek yang 

diteliti yaitu 

Dalam skripsi Endang, 

penelitiannya terfokus 

pada rendahnya 

keikutsertaan petani 

                                                 
21

 Mietha Rahayu Ningsih, “Penerapan Asuransi Pertanian di Kabupaten Klaten dalam 

Perspektif Maqashid Asy-Syariah”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 2018), hlm. 74-76. 
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Indonesia dalam 

Perspektif  

Maslahah 

AUTP.  dalam program AUTP, 

dan menurutnya ditinjau 

dari Maslahah belum 

tercapai karena tingkat 

kerusakan di lokasi 

penelitiannya rendah dan 

syarat dari PT sebesar 

75% kerusakan. 

Sedangkan penelitian 

penulis program AUTP 

akan dilihat dari 

kesesuaian akad dan 

prinsip praktiknya dalam 

Hukum Ekonomi 

Syariah.
 22

 

Ach 

Jalaluddin, 

Jurnal, 2020.  

Peraturan 

Menteri 

Pertanian No. 40 

Tahun 2015 

Tentang 

Fasilitas 

Persamaan 

dengan penulis 

yaitu sama-

sama meneliti 

tentang asurasi 

pertanian. 

Pada jurnal Jalaluddin 

lebih fokus pada fasilitas 

asuransi pertanian yang 

ada dalam Peraturan 

Menteri No.40 Tahun 

2015 dilihat dari Filsafat 

                                                 
22

 Endang Daru Wati, “Praktik Asuransi Usaha Tani Padi pada PT Asuransi Jasa Indonesia 

dalam Perspektif Maslahah (Studi pada Petani Padi di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon 

Progo)”, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017), hlm. 68-69.  
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Asuransi 

Pertanian dalam 

Perspektif 

Filsafat Hukum 

Islam 

Hukum Islam yang 

didasari oleh prinsip 

keadilan dan Prinsip 

Persamaan. Sedangkan 

dalam skripsi penulis, 

penulis akan meneliti 

bagaimana praktik 

asuransi dalam Pedoman 

Umum (PEDUM) AUTP 

2021 untuk melihat 

kesesuaian akad akad 

syariah dan prinsip 

dalam asuransi syariah.
23

 

Hevi 

Oktiawati, 

Skripsi,  

2017. 

Sistem Ganti 

Rugi Pertanian 

dalam Perspektif 

Etika Bisnis 

Islam 

Persamaan 

terletak pada 

objek yang 

diteliti yaitu 

sama-sama 

meneliti 

tentang 

Asuransi 

Dalam skripsi Hevi 

penelitian terfokus pada 

saat ganti rugi asuransi. 

Hevi melihat bagaimana 

keadilan dalam proses 

klaim asuransi tersebut. 

sedangkan penulis akan 

meneliti akad/kontrak 

                                                 
23

 Ach Jalaluddin, “Peratutan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas 

Asuransi Pertanian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, Turatsuna : Jurnal Keislaman dan 

Pendidikan, Vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 31-32. 
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Pertanian perjanjian yang terjadi 

dari awal pendaftaran 

sampai selesai klaim. 

Penulis akan melihat 

kesesuaiannya dengan 

akad-akad syariah dan 

prinsip asuransi syariah.
 

24
 

 

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis telusuri, 

sejauh penulis ketahui, kajian secara spesifik terhadap pembahasan mengenai 

tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Asuransi Usaha Tani Padi 

(AUTP) di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto belum ada yang 

mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan 

tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 

di PT Jasindo Cabang Purwokerto” 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan sistematika skripsi ini penulis bagi menjadi 5 (lima) 

bab. Dengan uraian sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang bertujuan untuk 

memberikan penjelasan secara umum tentang penelitian yang dilakukan. 

                                                 
24

 Hevi Oktiawati, “Sistem Ganti Rugi Asuransi Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam”, 

skripsi tidak diterbitkan (Lampung: IAIN Metro, 2017), hlm. 52. 
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Pendahuluan meliputi pembahasan Latar Belakang, Definisi Operasional, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 

Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan dan Outline. 

Bab kedua merupakan Landasan Teori yang membahas mengenai 

istilah dan pengertian asuransi. Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum 

terkait asuransi konvensional dan asuransi syariah serta apa yang 

membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Pemaparan 

ini penting untuk dikaji agar penyusun memiliki dasar pijakan teori dalam 

membahas tentang asuransi konvensional dan asuransi syariah. 

Bab ketiga adalah Metode Penelitian yang didalamnya meliputi jenis 

penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab keempat merupakan inti dalam pembahasan proposal skripsi ini, 

yaitu analisis praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di PT Asuransi 

Jasindo Cabang Purwokerto dan tinjuannya dalam Hukum Ekonomi Syariah. 

Bab kelima merupakan Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan 

penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah 

yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas 

hasil penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 

di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dilihat dari sifat penyelenggaraannya, asuransi pertanian termasuk 

asuransi yang bersifat sosial karena diselenggarakan oleh pemerintah. 

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada dasarnya keinginan untuk 

menolong atau melindungi petani dari risiko kerugian akibat gagal panen 

melalui Undang-undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani. Atas dasar tolong-menolong dan saling 

melindungi baik dari pemerintah dengan petani maupun antar para petani 

inilah program tersebut berjalan hingga saat ini. Dana yang dikumpulkan 

dari kontribusi setiap petani dipergunakan untuk membantu kerugian 

yang dialami oleh petani lain. PT Asuransi Jasindo secara umum menjadi 

wakil dari pemerintah untuk menjalankan program asuransi pertanian 

sekaligus menjadi pemegang amanah dalam mengelola dana premi yang 

terkumpul dari peserta asuransi. Kemudian atas jasa dalam pengelolaan 

dana premi tersebut PT Asuransi Jasindo mendapat fee administrasi 

sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jasindo 

dalam menjalankan program asuransi pertanian. Berdasarkan besaran 



109 

 

 

 

biaya input nilai pertanggungan asuransi usaha tani padi sebesar 6 juta 

rupiah per hektar per musim tanam, dan suku premi sebesar 3% yakni 

sebesar 180 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah 

saat ini sebesar 80% dari total premi yang dibayarkan melalui daktorat 

pembiayaan sarana dan prasarana yakni sebesar 144 ribu rupiah per 

hektar per musim tanam. Sehingga petani yang mengikuti program 

asuransi pertanian hanya membayar premi swadaya sebesar 20% 

proporsional, yakni 36 ribu rupiah per hektar per musim tanam. Bantuan 

pemerintah tersebut di berikan kepada semua petani dengan syarat petani 

tersebut telah terdaftar dalam data kelompok tani secara resmi. 

2. Dalam sudut pandang syariah, terkait dengan asuransi sosial yang 

dikoordinir oleh negara, mengingat manfaat dari asuransi sosial tersebut 

di masa yang akan datang maka jumhur ulama membolehkannya. Dilihat 

dari jenis akad yang ada pada program tersebut menurut sudut pandang 

syariah dapat dikatakan akad yang digunakan dalam Asuransi Usaha Tani 

Padi (AUTP) ini adalah akad tabarru’ dan / atau akad Waka>lah Bil 

‘Ujrah . Dikatakan akad tabarru’ atau akad tolong-menolong karena 

dalam praktiknya program tersebut ditujukan untuk menolong petani 

yang terkena musibah dan kerugian atas hasil panennya. Sedangkan 

dikatakan akad Waka>lah Bil ‘Ujrah karena posisi PT Asuransi Jasindo 

bertindak  sebagai wakil (yang mendapat kuasa) sedangkan petani 

sebagai muwakkil (pemberi kuasa). PT Asuransi Jasindo dalam 

mengelola dana premi kemudian mendapatkan fee (ujrah)  karena telah 
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diberikan tanggung jawab sebagai kuasa dari peserta. Dalam rukunnya 

program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)  ini sudah bisa dikatakan sah 

sesuai ketentuan syariah.  Selain memperhatikan keabsahan rukun-rukun 

akad, substansi akad dalam Islam juga harus memperhatikan kandungan 

akad yang di dalamnya tidak terdapat kandungan unsur yang diharamkan 

oleh syariat seperti garar (penipuan), maisir (perjudian), dan riba. Dari 

uraian pada bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa praktik Asuransi 

Usaha Tani Padi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto tidak 

bertentangan dengan prinsip yang ada pada asuransi menurut syariah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pihak 

PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, bahwa sepenuhnya akad-akad 

tersebut telah dilakukan dan telah terlaksana di PT Asuransi Jasindo 

Cabang Purwokerto sesuai dengan ketentuan akad dalam menurut 

syariah. Hanya saja transaksi yang ada dilapangan belum ada istilah atau 

penamaan akad-akad syariah seperti yang disebutkan dalam fatwa, 

namun maksud dari akad-akad syariah itu sudah terlaksana.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 

di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, maka penulis dapat memberikan 

saran-saran sebagai berikut:  

1. PT Asuransi Jasindo ketika memberikan informasi kepada calon peserta 

asuransi diharapkan untuk menekankan tujuan berasuransi adalah untuk 
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tolong-menolong antar petani demi kesejahteraan dan kesuksesan hasil 

pertanian. Kemudian menekankan peran Perusahaan sebagai wakil para 

petani untuk mengelola dana premi dalam kontrak perjanjiannya. Agar 

para peserta paham makna dari tujuan baik asuransi tersebut dan  

mengetahui status perusahaan sebagai wakil untuk mengelola dana premi 

yang kemudian akan bermanfaat bagi seluruh peserta sehingga dapat 

meningkatkan rasa aman dan terjalin niat baik bukan hanya antara 

perusahaan dengan peserta asuransi tetapi antara para peserta asuransi 

yang lain.  

2. Melakukan lebih banyak sosialisasi dan memberikan informasi kepada 

masyarakat lebih luas khususnya petani agar dapat mengikuti program 

tersebut dan tujuan pemerintah dalam hal kesejahteraan petani dapat 

tercapai.  

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperluas objek penelitian, agar 

penelitian ini bisa semakin berkembang dengan menggunakan faktor 

pengaruh lainnya.  
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